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Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah partai politik yang telah berbadan hukum publik berdasarkan 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-22 
AH.11.01 Tahun 2020, yang berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukan 
ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017. Pemohon menganggap verifikasi terhadap partai 
politik peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU berpotensi menimbulkan perlakukan yang 
berbeda (unequal treatment) antara Pemohon  dengan partai politik yang memenuhi 
ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019, sehingga Pemohon merasa, dengan 
diberlakukannya ketentuan pasal  a quo bertentangan dengan rasa keadilan dan asas 
persamaan di muka hukum (equality before the law) sebagaimana termuat dalam Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945; 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah 
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 173 ayat 
(1) UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a 
quo; 

Terkait kedudukan hukum Pemohon menurut Mahkamah, dengan mendasarkan 
kepada argumentasi yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan  a quo, 
telah tampak  hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon sebagai 
partai politik baru ikhwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan keberlakuan Pasal a 
quo yang dimohonkan pengujian, oleh karena itu terlepas terbukti atau tidaknya 
inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, Mahkamah 
berpendapat seandainya permohonan Pemohon dikabulkan maka potensi kerugian 
dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut 
Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai 
Pemohon dalam permohonan a quo; 

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada 
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Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk 
mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. 

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo 
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan 
dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
(PMK 2/2021), yang pada pokoknya, dasar pengujian yang digunakan dalam Perkara Nomor 
53/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak memiliki relevansi terhadap 
ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, hal ini dikarenakan norma Pasal 173 
ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan dalam kedua perkara dimaksud bukanlah merupakan 
norma hukum baru yang telah diberikan pemaknaan oleh Mahkamah. Dengan demikian, 
Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 
2/2021 terhadap Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah. 
Selanjutnya, permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 setelah dimaknai oleh 
Mahkamah, telah pernah diuji dalam Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021. Sehingga, 
Mahkamah akan mengaitkan dasar pengujian permohonan a quo dengan dasar pengujian 
Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 serta alasan konstitusionalnya; 

Selanjutnya, telah ternyata terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan 
Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 dengan dasar pengujian permohonan  a quo, di mana 
dalam perkara a quo, menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang 
tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021. Selain 
itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 
48/PUU-XIX/2021 dengan alasan konstitusional permohonan a quo. Oleh karena itu, 
terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, 
berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, 
permohonan a quo dapat diajukan kembali; 

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017  sebagaimana 
didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

 Bahwa berkaitan dengan perkara a quo Mahkamah telah menyatakan pendiriannya 
terkait verifikasi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat 
(1) UU 7/2017 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Mahkamah Konstitusi 
Nomor 55/PUU-XVIII/2020; 

 Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, terdapat 3 (tiga) orang Hakim 
Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim 
Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny 
Nurbaningsih. Namun demikian, terlepas dari adanya pendapat berbeda dalam Putusan 
a quo, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang 
menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi 
oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik 
yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan 
Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi 
namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak 
memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki 
keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang 
tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan 
dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut 
sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. 

 Bahwa oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama 
dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 55/PUU-XVIII/2020, meskipun dengan dasar pengujian yang berbeda serta 
alasan konstitusional yang digunakan oleh Pemohon juga berbeda, namun esensi  yang 
dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu yakni 
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mempersoalkan mengenai verifikasi partai politik, baik secara administrasi maupun 
secara faktual. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 mutatis mutandis berlaku pertimbangan hukum 
permohonan a quo. 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah 
pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya 
Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya. 

 

 

 


